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ABSTRAK
Sri Wahyuni Idris (E21112268), Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah,
x+82 Halaman+7 Tabel+2 Gambar+ 24 Daftar Pustaka (2000-2015)+3
Lampiran
Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
menyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan
terhadap masyarakat. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi
Daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi
pendapatan daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju
Tengah belum optimal seperti penyedian sarana dan prasaran serta pencapaian
target pada tahun 2014 tidak tercapai, maka perlu dilakukan Manajemen dalam
mengelola retribusi terminal.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis optimalisasi Manajemen
pengelolaan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. Metode pemecahan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Retribusi Terminal
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenMamuju
Tengah belum optimal. Dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam
pengelolaan Retribusi Terminal yaitu kurangnya sumber daya manusia, Kondisi
sarana dan prasarana serta Kurangnya kesadaran petugas dan wajib retribusi.
Kendala tersebut yang menyebabakan tidak optimalnya manajemen retribusi
terminal, namun seharusnya dengan adanya kendala tersebut harus menjadi
tantangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk terus mencari
solusi yang tepat dan efektif.
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ABSTRACT
Sri Wahyuni Idris (E21112268), Management of retribution terminal at the
Depertement of Transportation, Communications and information District
Center Mamuju,x+82 Pages+7 Table+2 Pictures+24 Bibliography (2000-
2015)+3 Attachments
Every region has the right and duty to regulate and manage their own
household to increase the efficiency and effectiveness of government
administration and service to the community. To execution the government,
entitled to impose a levy on the local community. Levy terminal is one of Levies
potential and are expected to contribute to local revenue. In this case, Central
Mamuju district government is not optimally as the provision of insfrastructure,
and the achievement of realization of target achievement in 2015 was not
achieved.
This study aimed to analyze the optimization of the management of
Retribution Terminal Management at the Department of Transportation,
Communications and Informatics Central Mamuju regency. Troubleshooting
methods used in this research is descriptive qualitative methods with data
collection through interviews and observations.
The results of this study indicate that the levies Terminal Managemnt at
the Department of Transportation, Communications and Information Technology
Central Mamuju regency is not optimally. Due to several obstacles encountered
in the management of Terminal Retribution is the lack of human resources,
facilities and infrastructure conditions as well as lack of awareness of officers and
compulsory levies. These constraints are causing not optimally management of
terminal charges, but should be in the presence of these obstacles should be a
challenge at the Depertement of Transportation, Communications and
information to continue to seek appropriate and effective solutions.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan
otononomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
undang-undang dasar tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan
mengusur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seiring dengan otonomi daerah yang disebutkan bahwa otonomi pada
daerah kabupaten dan kota hendaknya untuk berkreasi dalam pencarian sumber
penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan dan
pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan
pungutan terhadap masyarakat.
2Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V
Pasal 6, mengemukakan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah selanjutnya disebut ( PAD ) yaitu ;
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Saat ini Di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi
melalui pajak darah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang
jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga
dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini
menunjukan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh
peraturan daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang
jelas dan kuat.
Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang yang pelaksanaannya di
daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
3Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah.
Retribusi daerah sebagai mana halnya pajak daerah merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah
merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan. untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Yani 2002:55)
Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah,
Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan objek-
objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha,
dan Jasa Perizinan Tertentu.
Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk dalam jenis
retribusi Jasa Usaha, Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi
Daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi
pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah maka
pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat
pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya
Retribusi terminal.
4Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah , termasuk juga oleh
pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi barat yaitu Retribusi
Jasa usaha. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Tengah terdapat 2 jenis Retribusi jasa Usaha, salah satunya yaitu
Retribusi Terminal.
Untuk sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, Penelitian
sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Sri Hasnaeni Azis telah melakukan
penelitian serupa pada tahun 2013 yang berjudul “Optimalisasi pemungutan
Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infokom Kabupaten
Bantaeng”. Penelitian tersebut berfokus pada menganalisis pengawasan retribusi
terminal oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. Pada
penelitian ini permasalahannya adalah bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di
Kabupaten Bantaeng yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Infokom
Kabupaten Bantaeng belum optimal. Karena Ada beberapa hambatan yang
dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan
prasarana, banyak kendaraan yang tidak beroperasi serta kesadaran wajib
retribusi. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yakni penelitian
mengambil fokus pada Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan
ke empat fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan
dan Pengawasan. Sedangkan dalam penelitian Hasnaeni hanya mencakup
untuk menganalisis pengawasan Retribusi Terminal oleh Dinas Perhubungan
dan Infokom Kabupaten Bantaeng.
Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Mamuju mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah
5tangganya sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal
adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap
pengguna jasa layanan terminal namun Kabupaten Mamuju Tengah sejak
dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013
mengenai pembentukkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mamuju Tengah
hingga saat ini, Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah belum optimal. Dalam
hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah belum mengoptimalkan
penyedian sarana dan prasaran. Adapun dalam manajemen retribusi terminal
Rancangan kerja pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum disahkan jadi
masih melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Induk yakni
kabupaten Mamuju.
Pendapatan yang diperoleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah mengenai target realisasi Retribusi Daerah dan
secara khusus Retribusi Terminal hal ini dapat dilihat sebagaimana digambarkan
pada tabel di bawah ini :
Tabel I.1
Target penerimaan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
Pada Tahun 2014-2015
No Tahun Target Realisasi Persentase
1. 2014 20.000.000 21. 600.000 108 %
2. 2015 21.600.000 16.810.000 77,82 %
3. 2016 25.000.000 - -
Sumber Data : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju
Tengah, Januari 2016
6Berdasarkan tabel I.1 diatas, dilihat bahwa realisasi dari target retribusi
terminal Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2015 realisasi retribusi terminal
yakni menurun hingga Rp 4.790.000,- dari tahun sebelumnya. Observasi penulis
dilapangan, menurunnya target retribusi terminal dikarenakan terminal yang
menjadi tempat pemungutan retribusi terminal belum dikelola secara optimal
dengan melihat aktivitas terminal yang masih sepi.
Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang
baik, karena manajemen dibutuhkan usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Adanya Manajemen retribusi terminal secara
optimal, efisien dan efektif, agar apa yang direncanakan bisa tercapai dalam
pelaksanaan. Agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses
manajemen memiliki peranan yang sangat vital, karena dalam manajemen
retribusi terminal merupakan suatu sistem yang didalamnya melibatkan berbagai
komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik. Retribusi
terminal tanpa didukung proses manajemen yang baik hanya akan menghasilkan
tujuan dalam pelaksanaannya pun tidak akan pernah tercapai secara
semestinya. Maka dalam proses manajemen dilakukan fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik
untuk mencoba mengetahui lebih jauh dengan judul :
“Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah”
7I.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah ?”
I.3. TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi
Manajemen Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.
I.4. MANFAAT PENELITIAN
Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :
1. Manfaat Akademik
Dengan mengetahui Manajemen Retribusi Terminal Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
secara optimal serta teori manajemen khususnya yang berhubungan
dengan pengetahuan dalam bidang administrasi publik.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek–
aspek yang berhubungan dengan manajemen retribusi terminal secara
optimal.
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TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Manajemen
Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam
organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan,
dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang
berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli
memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang
diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan
berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Moekijat 2000:15 mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses
atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud
yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah
“managing” pengelolaan sedang pelaksanaannya disebut manajer atau
pengelola, selanjutnya dikatakan bahwa manajemen mempunyai tujuan tertentu
dan tidak dapat diraba. Proses manajemen berusaha untuk mencapai hasil-hasil
tertentu, yang bisanya diungkapkan dengan istilah-istilah “objectives” atau hal-hal
yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada
pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan
sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat melihat, tetapi hanya terbukti oleh
hasil-hasil yang ditimbulkannya “output” atau hasil kerja yang memadai,
kepuasan manusia dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik.
9Defenisi Manajemen menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2001:2)
mengemukakan bahwa :
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.”
Henry Fayol dalam buku Aimẻ Heene & Sebastian Desmidt (2010:8),
mengatakan bahwa :
“Manajemen adalah serangkaian aktivitas manusia yang bekesinambungan
dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut
diuraikan dala urutan fungsi-fungsi yang spesifik, yakni : (1) perencanaan; (2)
pengorganisasian; (3) kepemimpinan; (4) pengendalian.”
George R. Terry (Efendy 2014:3) mengemukakan bahwa :
“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang
telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya."
Menurut Koonts dan O’Donnel, mengatakan bahwa “management is getting
thing done through the efforts of other people.” Manajemen harus melalui orang-
orang lain. Bila langsung kepada materi kerja, maka pekerjaan itu bukan
manajemen.
Sondang P. Siagian (Ahmad 2014:24) mengemukakan bahwa :
“Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu
hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain”
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen
adalah suatu proses/ kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih melakukan
kerja sama dalam organisasi dengan tindakan mengatur segala aktivitas dengan
memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.
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Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan
George R. Terry 2013 dalam buku Prinsip-prinsip Manajemen meliputi
Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan
(Actuating) dan Pengawasan (Controlling) akan dibahas lebih terperinci.
1. Perencanaan (Planning)
Planning berasal dari kata plan, yang artinya rencana, rancangan,
maksud, dan niat. Planning berarti perencanaan. Perencanaan adalah
proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan.
Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan
program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan,
penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan
metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.
Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen,
karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih
dahulu dilakukan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini
ditunjukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena
adanya perubahan kondisi dan situasi.
Perencanaan dapat pula diartikan pemilihan serangkaian kegiatan dan
keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan
oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang.
Definisi perencanaan menurut G.R Terry ( S.P Hasibuan 2001:92 ) :
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“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using
of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of
proposed activitions believed necessary to achieve desired result.”
(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang dinginkan.
Maringan Masry Simbolon (2004:36) mengemukakan bahwa
Perencanaan adalah suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang
apa dan bagaimana sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan.
Charles Beetleheim dalam (Efendy 2014:80) mengemukakan bahwa :
“A plan consist of the totality of arrangement deside upon in order to
carry out a project : (1) a project, that is an end which one process to a
cheive.(2) the arrangements defided upon in order that this end may be
achieved, that is determination of the means” . (singkatnya dalam suatu
rencana ada dua elemen yaitu tujuan dan alat untuk mencapai suatu
tujuan)
Dalam membuat Perencanaan, yang pertama yang harus dijawab oleh
perencana yaitu what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan ini
harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan
fakta, supaya rencana yang dibuat relatif baik pelaksanaannya mudah dan
tujuan yang diinginkan akan tercapai.
1) What
Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk
mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan
harus ada penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang
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diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya
tujuan dapat dicapai.
2) Why
Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan
dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan
mengapa tujuan itu harus dicapai.
3) Where
Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-
alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat
setiap kegiatan harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua
fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakannya.
4) When
Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya
rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap
bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar
waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu, alasan untuk memilih
waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.
5) Who
Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan
karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan
melakukan pekerjaan , luasnya wewenang dari masing-masing
pekerja.
6) How
Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai
teknik-teknik pengerjaannya.
13
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu
proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah
yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-
pekerjaan yang harus dilakukan,pengelompokan tugas-tugas dan membagi-
bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan-penetapan
departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.
Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian
diproses oleh organisator ( manajer ), hasilnya organisasi yang bersifat
statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan
pun relative mudah dicapai.
Untuk pengertian pengorganisasian, penulis mengikuti definisi-definisi
yang dikemukakan oleh para penulis sebagai berikut:
Pengorganisasian menurut S.P. Hasibuan (2001:40) yaitu :
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-
macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan
orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan,
menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap
individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.”
S.P Siagian (2003:95) mengemukakan bahwa :
“pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokkan orang-orang,
alat-alat, tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam sedemikian rupa
sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu
kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan”.
Koontentz dan o’donnel (Hasibuan 2001: 119) mengemukakan :
“The organization function of the manajer involves the determination and
enumeration of the activities required to achieve the objective of the
enterprise, the grouping of these activities, the assignment of such group
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of activation to a departement headed by a manager and the delegation of
authority carry them out.”
(Fungsi pengorganisasian manajer adalah meliputi pementuan
penggolongan kegiatan-kegiatan diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan,
pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang
dipimpin oleh seseorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk
melaksanakannya).
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang suatu
formal, mengelompokan, mengatur serta membagi tugas-tugas atau
pekerjaan di antara para anggota organisasi. Proses pengorganisasian
dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini :
1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai
tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang
secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang.
3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk
mengoordinasikan pekerjaan para anggorta organisasi menjadi
kesatuan yang terpadu dan harmonis.
Pelaksanaan proses organisasi yang sukses akan membuat suatu
organisasi akan mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada
struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan
proses pengorganisasian yaitu:
 Pembagian kerja
 Depertementalisasi
 Bagan organisasi formal
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 Rantai perintah dan kesatuan perintah
 Tingkat hierarki manajemen
 Saluran komunikasi
 Penggunaan komite
 Rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak
dapat diindarkan. (Effendi 2014:132)
Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh
setiap manajer pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk
organisasi, besar atau kecil, bisnis atau Negara. Fungsi pengorganisasian
penting dalam manajemen sebab :
 Mewujudkan struktur organisasi
 Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi
menjadi jelas.
 Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas
 Memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit
organisasi.
 Sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan dapat
diketahui.
Fungsi organisasi dapat diartikasn sebagai berikut :
1) Organisasi dapat diartikan sebagai member struktur, terutama
dalam penyusunan/penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan,
material, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu.
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2) Organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan
antara orang-orang. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab
masing-masing anggota disusun menjadi pola-
pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan atau maksud
kegiatan pendidikan dan pengajaran.
3) Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk
mempersatukan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dengan demikian, organisasi adalah wadah aktivitas-aktivitas
yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan fungsional
sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud
dan tujuan pendidikan.
3. Pengarahan (Actuating)
G.R Terry mendefinisikan pengarahan:
“Actuating is setting all members of the group to want to achieve
and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the
managerial planning and organizing efforts.” (Pengarahan adalah
membuat anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja
secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai
dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
Menurut Koontz dan O’Donnel (Hasibuan 2001:184),
Pengarahan adalah hubungan atara aspek-aspek individual yang
ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk
dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan
perusahaan yang nyata.
Pengarahan ini dapat dilakukan dengan cara persuasif atau
bujukan dan instruktif, tergantung cara mana yang paling efektif.
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Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk
membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan  yang telah
diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Dengan
demikian, dalam actuating terdapat hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan saat awal pelaksanaan kerja dari pimpinan
b. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan
c. Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
d. Pegomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua unit
kerja.
e. Pembinaan para pekerja peningkatan mutu dan kualitas kerja.
f. Pengawasan kinerja dan moralistas pekerja.
Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa peranan
actuating sangat penting, sebab walaupun perencanaan telah rapi dan
pengorganisasian telah tertib sesuai dengan prinsip-prinsipnya masing-
masing, bergeraknya organisasi kearah yang ditentukan belum terjamin
bila fungsi actuating belum dilaksanakan, karena inti dari actuating adalah
bagaimana menggerakkan sumber daya manusia agar mau bekerja
sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kemauan dalam melaksanakan
tugas dan didukung oleh tanggung jawab yang besar atas tugas yang
diembannya.
4. Pengawasan (Controlling)
Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses
manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan
pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan
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sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan sangat erat sekali dengan
fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling
mengisi, karena :
1) Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika Pengawasan dilakukan dengan
baik.
4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah
Pengawasan atau penilainan dilakukan.
Dengan demikian peranan pengawasan ini sangat menentukan baik
atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.
Stephen P. Robins & Mary Coulter 2009 merumuskan pengawasan
sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diselesaikan
sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap
penyimpangan berarti.
Menurut James AF. Stoner & R. Edward Freeman (Efendy
2014:206), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian
manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas actual sesuai
dengan aktifitas yang direncanakan.
Sondang P. Siagian (2003:112) mengemukakan bahwa
Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
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Pengendalian atau pengawasan bukan hanya untuk mencari
kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya
kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-
kesalahan. Dengan demikian pengedalian atau pengawasan diharapkan
juga agar bermanfaat semuan unsur manajemen, efektif dan efisien.
H. Emerson (Hasibuan 2001:242), Efektifitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Efesiensi adalah perbandingan yang terbesar antara masukkan
dengan hasil, antara produksi dengan biaya (antara hasil dengan sumber-
sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai
dengan penggunaan sumber-sumber daya tertentu. Dengan kata lain
hubungan antara apa yang telah dilaksanakan dengan apa yang harus
diselesaikan.
S.P. Siagian (2003:115) mengemukanan bahwa proses pengawasan
pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen”, dengan
menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu :
a. Pengawasan Langsung (direct control)
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer, manajer
memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah
dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang
dikehendakinya.
Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas
seorang pimpinan, terutama dalam organisasi seorang pimpinan tidak
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mungkin dapat selalu menjalankan pengwasan langusung itu, karena itu
sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
b. Pengawasan tidak Langsung (indirect control).
Yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang
diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang
pelaksanaan pekerjaaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu adalah sering
para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, dalam
perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya
melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.
Padahal seorang pemimpin yang baik akan menuntut bawahannya untuk
melaporkan hal-hal baik, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Karena apabila hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, seorang
pemimpin tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Dalam praktek tidak jarang terjadi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan kriteria-kriteria yang ditentukan itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa
telah terjadi penyimpangan atau deviasi, misalnya penyimpangan dari
rencana, penyimpangan dari kebijaksanaan, pimpinan.
II.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah
Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 adalah:
5. Pendapatan Asli Daerah
6. Dana Perimbangan
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7. Pinjaman Daerah dan
8. Lain-lain Penerimaan yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No, 28 Tahun 2009
yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.
Menurut Dedy Supriady Bratakusumah (2001:173) mengatakan bahwa:
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh
Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.”
Kemudian Mardiasmo 2004:132 ,Pendapatan Asli Daerah adalah:
“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang
harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini
kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan
pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat.
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang
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digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan
dana dari pemerintah pusat.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V Pasal 6,
mengemukakan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah
selanjutnya disebut ( PAD ) yaitu ;
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
II.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam praktik di masyarakat, pemungutan pajak sering kali disamakan
dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya
merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya
benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak
daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Indonesia.
Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah penarikan sumber daya ekonomi
melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang
jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga
dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
1. Pajak daerah
Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan
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atau terutang oleh yang wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi
kembali (balas jasa) secara langsung, yanag hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib
yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi
yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar dapat
dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara
selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-
undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi
pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang
menetapkan besarnya pajak.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 Point 1 bahwa yang dimaksud
dengan:
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.
Beberapa cirri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut
Di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
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c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa)
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
d. Retribusi terulang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
e. Sanksi yang diberikan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,
yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan pajak
daerah dan retribusi daerah. Perbedaan tersebut sebagai berikut :
a. Kontra prestasi. Pada retribusi kontra prestasinya dapat
ditunjukkan secaar langsung baik secara individu dan golongan
tertentu sedangkan pada pajak kontar prestasinya tidak dapat
ditunjuk secara langsung.
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan
pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk
umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar
pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada
retribusi balas jasa Negara/ pemerintah berlaku khusus, hanya
dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk
setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.
Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu
yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
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d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas
peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat
dipaksakan yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa
tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat
paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada
hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk
membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan
pada pajak yaitu yuridis, artinya bahwa setiap orang yang
melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, naik berupa
sanksi pidana maupun denda.
e. Lembaga atau badan pemungutannya. Pajak dapat dipungut oleh
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi
hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. (Siahaan 2010:4-
11)
II.4 Konsep Retribusi Daerah
Dalam Buku Thomas Sumarsan (2015:92) mengatakan bahwa :
“Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan
kembalinya pretasi, karena pembayaran tersebut ditunjukan semata-mata untuk
mendapat suatu pretasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi
parkir, retribusi sampah,dan lain-lain”.
Menurut Sproule-Jones And White yang mengatakan bahwa :
“Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan oleh perorangan dalam
menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan
itu lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi
dari pada biaya layanan”.
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Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia
nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan:
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.
Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing
daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah
yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut
Undang-Ungdang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :
1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27
4) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sector swasta.
5) Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut Di
Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa)
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
d. Retribusi terulang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
e. Sanksi yang diberikan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,
yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Retribusi terkait dengan pelayanan tertentu,maka prinsi manajmenen
retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut.
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Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu
melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti
perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi
dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi. (Mahmudi 2010:25)
II.4.1 Penetapan Jenis Retribusi Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi
perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk
penetapan retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota,
dilakukan sesuai dengan jasa/ pelayanan yang diberikan oleh daerah
masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi
jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah
yang bersangkutan. (Siahaan, 2010:621)
II.4.2 Subjek retribusi dan wajib retribusi daerah
a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan
Wajib Retribusi Jasa Umum.
b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa
Usaha.
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c. Subjek retribusi perizinan tertentu dalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini
dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.
II.4.3 Objek retribusi daerah
Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang
disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh
pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu
yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek
retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu
Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
sertadapat menikmati oleh orang pribadi atau badan.
 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, sebagaimana dibawah ini:
a) Retribusi pelayanan Kesehatan
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Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
Puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Retribusi Pelayanan Kesehatan Ini tidak termasuk pelayanan
pendaftaran.
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan
Pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi pengambilan,
pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industry, dan
perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan
taman.
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil
Akta Catatan Sipil meliputi Akta kelahiran, Akta Perkawinan,
Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengangkuan Anak, Akta
Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi
pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan
penggurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat
pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau
di kelola pemerintah daerah.
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
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Pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan
pelayanan daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum,
penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Retribusi Pelayanan Pasar
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana
berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan
khusus disediakan untuk pedagang; tidak termasuk yang dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pelayanan pemeriksa alat pemadam kebakaran adalah
pelayanan pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah
terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau
dipergunakan oleh masyarakat.
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti
peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta
teknis (peta struktur).
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j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap
kapal penangkap ikan menjadi kewenangan daerah.
Jenis retribusi jasa umu untuk daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing
daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribisi jasa
usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemeritah daerah dengan
menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah menganut prinsi komersial meliputi :
a. Pelayanan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal;
b. Pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum memadai
disediakan oleh pihak swasta.
 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagaimana dibawah ini :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain
pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta,
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pemakaian keendaraan/alat-alat besar milik daerah. Tidak
termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan
daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi
dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon
maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di pinggir
jalan umum.
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai
jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,
yang disediakan/deselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak
termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.
c. Retribusi Tempat Pelelangan
Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus
disediakan oleh pemerintahan daerah untuk melakukan
pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa
fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk
dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang
dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan
sebagai tempat pelelangan.
d. Retribusi Terminal
Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang
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dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan
ketentuan ini, pelayanan perorangan tidak dipungut retribusi.
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan
penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan
atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang
disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa milik
daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/
pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh
pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan
pihak swasta.
g. Retribusi Penyedotan Kakus
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan
kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
h. Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk
Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas
rumah pemotong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki
dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
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i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada
pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan,
termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang
dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk
yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola
oleh pemerintah daerah.
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh
pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan
pihak swasta.
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
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m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil
produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih
tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk penjualan
produksi usaha BUMN, dan pihak swasta.
Jenis retribusi jaa usaha untuk daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang
diberikan oleh masing-masing daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinanan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunanaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinanan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunanaan sumber daya alam,
barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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 Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, adalah sebagaimana
dibawah ini :
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk
mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini
adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku,
dengan tetap memerhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan
(KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
peperiksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut.
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian
izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu
tempat tertentu.
c) Retribusi Izin Gangguan
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan; tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah
daerah.
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d) Retribusi Izin Trayek
Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin
oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan masing-masing daerah.
II.5 Retribusi Terminal
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal
130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan
pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa :
1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum
2. Tempat Kegiatan Usaha
3. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah;
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah
dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal
meliputi sopir angkut kota dan sopir bus. Retribusi terminal merupakan
jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh
pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa.
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II.6 Kerangka pikir
Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Mamuju mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kabupaten Mamuju Tengah sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 mengenai pembentukkan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini, Pengelolaan Retribusi Terminal pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
belum optimal. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan
pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal. Dalam hal ini
Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah belum mengoptimalkan
penyedian sarana dan prasaran tersebut. Adapun dalam pengelolaan retribusi
terminal Rancangan kerja pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum
disahkan jadi masih melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Induk
yaitu Kabupaten Mamuju.
Dari permasalahan diatas, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu
untuk melakukan Manajemen Retribusi terminal secara optimal, efisien dan
efektif, Agar apa yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaannya.
Menurut GR. Terry 2013:15 fungsi Manajemen terbagi atas Perencanaan
(planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan
Pengawasan (controlling).
40
Gambar II.1 kerangka pikir
Fungsi Manajemen
(POAC) menurut
George R. Terry :
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengawasan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi,
dan Informatika
Kabupaten
Mamuju
Tengah
Optimalisasi
Manajemen
Retribusi Terminal
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga
lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan
sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka
mengetahui dan memahami Optimalisasi manajemen Retribusi Terminal di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Hal ini didasarkan karena instansi
tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan retribusi daerah
termasuk retribusi terminal.
III.3 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
Deskriptif, Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan
atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk
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mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang
keadaan sebenarnya.
III.4 Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis
ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian
mengenai Optimalisasi manajemen Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
III.5 Informan
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini
harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan
pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi
latar penelitian setempat.
Adapun informan yang dimaksud adalah:
1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju
Tengah.
2. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Tengah.
3. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Laut
5. Kepala Seksi Pengendalian Terminal.
6. Petugas Pemungut Retribusi Terminal
7. Objek retribusi terminal
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III.6 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Data Primer.
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau
lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti
menggunakan cara:
1. Wawancara
Peneliti mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk
memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah
pembahasan skripsi ini dalam hal melakukan wawancara digunakan
pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah
yang diteliti.
2. Observasi
Penelitian dengan pengamatan langsung tentang bagaimana proses
manajemen retribusi terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah dengan mengidentifikasi
Optimalisasi manajemen Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.
b. Data Sekunder:
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang
mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang
dilakukan.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :
 Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku
kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-
teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi
kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
III.7 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder,
akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif
kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai
dengan mekanisme penulisan skripsi.
III.8 Fokus Penelitian
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-
konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan
penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut:
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1. Manajemen Retribusi Terminal yaitu proses merencanakan,
mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi segala kegiatan yang
berhubungan dengan retribusi terminal dalam mencapai tujuan yang
diinginkan.
2. Perencanaan, yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan
dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang
diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi terminal dan
penentuan target.
3. Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan
berbagai aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang
pada aktivitas tersebut dengan indikator penempatan dan pembagian
kerja pegawai.
4. Pengarahan, yaitu aktifitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan indikator tingkat
partisipasi pegawai dalam pelaksanaan tugas.
5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul serta
pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah
Kabupaten Mamuju Tengah dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sebagai
pihak yang berhubungan lansung dengan masyarakat.
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu Kabupaten di provinsi
Sulawesi Barat yang Ibu Kota Kabupaten terletak di Wilayah Benteng Kayu
Mangiwang Kecamatan Tobadak. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan
hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang
paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 dan dasar hukum berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013. Kabupaten
Mamuju Tengah memiliki Luas wilayah 3.014,37 km2. Secara demografi
Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada bagian barat pulau Sulawesi dan
berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1” 47” 82” – 2” 17”31”
Lintang Selatan; 119” 08” Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah selatan : Kabupaten Mamuju, Mamasa Dan Tana Toraja
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Utara :Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten
Donggala
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Mamuju Tengah memiliki wilayah yang berbukit-bukit dan
hampir seluruh kecamatan dilintasi oleh sungai. Terdiri atas 5 kecamatan
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yang meliputi 56 Desa. Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten
Mamuju Tengah yaitu kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, Kecamatan
Karossa, Kecamatan Budong-budong dan Kecamatan Pangale.
Adapun Populasi Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 112.085 jiwa
terdiri dari 58.218 jiwa laki-laki dan 53.867 jiwa perempuan. Dan Kabupaten
Mamuju Tengah terdiri dari beragam suku bangsa yaitu : Mandar (49,15%),
Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku
bangsa lainnya (19,15%).
IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah maka dibentuk organisasi dinas daerah sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka terbitlah Peraturan
Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Tengah termasuk SKPD
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju
Tengah sebagai satuan perangkat daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah telah menentukan Tugas dan
fungsinya :
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IV.1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan
Informatika
1. Tugas
Melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten
dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. Fungsi
1. Perumusan kebijakan dan peraturan teknis penyelenggaraan
dibidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara
serta pengelolaan sarana dan prasarana angkutan,
komunikasi dan informatika.
2. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat dibidang perhubungan darat,
perhubungan laut dan udara serta sarana dan prasarana
angkutan, komunikasi dan informatika.
3. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi dalam penyelenggaraan dibidang perhubungan
darat, perhubungan laut dan udara serta sarana dan
prasarana angkutan, komunikasi dan informatika.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati.
IV.1.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi
Kepala Dinas
1. Kepala Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika
mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam
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menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pengawasan dan
pengfendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala dinas
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraankegiatan bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. Pembinan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinir
penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi
kepada semua unsur dilingkungan dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan
administrasi dan mekanisme kerja pada dinas;
b. Pengoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan;
c. Peneglolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
d. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan dan
perlengkapan.
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Bidang Perhubungan
1. Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengujian berkala
kendaraan bermotor, pengendalian terminal, rekayasa lalu lintas,
pengedalian operasional  angkutan dan perkiran, dan pelayanan
kepelabuhan laut.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perhubungan
mempunyai fungsi :
a. Pembinaan, pengendalian pengawasan kendaraan bermotor
darat dan laut, melalui pemeriksaan kondisi fisik kendaraan
bermotor wajib uji.
b. Pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika serta
pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan forum
komunikasi media tradisional dan media elektronik.
Bidang komunikasi Informasi
1. Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pelayanan informasi dan telematika serta
komunikasi mobile interaktif, pembinaan kelompok masyarakat
serta menyusun kebijakan teknis dibidang pelayanan informasi
dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan informasi
dan komunikasi.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Komunikasi
dan Informasi  mempunyai fungsi :
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a. Pengumpulan bahan dan data sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis dan pengoordinasian kepada seluruh
perangkat daerah dalam kegiatan pelayanan informasi dan
komunikasi;
b. Pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika serta
pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan forum
komunikasi media tradisional dan media elektronik;
c. Pemotivasian pelayanan pameran, pemberian rekomendasi
pengelolaan stasiun radio, tv, video, bioskop dan kegiatan lain
yang sejenis;
d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin
penyelenggara jaringan tetap tertutup local wareline (end to
end) cakupan kabupaten;
e. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan
penyelenggaraan radio dan fasilitas pemberdayaan
komunikasi sosial.
f. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pengelolaan data
meliputi pengendalian dan pengawasan, periklanan serta
pelayanan data melalui media elektronik;
g. Penyelenggaraan pelayanan dan akses data elektronik untuk
kepentingan informasi dan promosi daerah serta pelaporan
dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan elektronik.
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Bidang Teknik, sarana dan prasaran
1. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok
membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan dan koordinasi
di Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknik, Sarana
dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan perencanaan, perumusan, pengoordinasian
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Teknik, Sarana dan
Prasarana;
b. Pelaksanaan pendataan, identifikasi, verifikasi terhadap sarana
dan prasarana;
c. Pelaksanaan, peremajaan, perbaikan dan peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana serta infrastruktur bidang
perhubungan;
d. Pemantauan, pemngawasan dan evaluasi penggunaan
peralatan dan perlengkaan penunjang kegiatan operasional
secara berkala;
e. Penyusunan bahan, data dan perencanaan, perumusan,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan, pengawasan dan hubungan lembaga internal dan
eksternal.
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IV.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan jabatan
yang telah terisi setelah mengalami mutasi staf dan yang telah memasuki
masa pensiun sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
a. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Sub bagian kepegawaian dan keuangan;
c. Sub bagian umum dan perlengkapan.
3. Bidang Perhubungan;
a. Seksi pengendalian operasional angkutan terminal,
rekayasa lalu lintas, pengujian dan parkir;
b. Seksi sarana dan prasarana perhubungan;
c. Seksi pengendalian pelayanan pelabuhan laut dan udara.
4. Bidang Komunikasi dan Informatika;
a. Seksi pengembangan dan perencanaan teknologi
informasi;
b. Seksi pembangunan dan pengendalian informasi;
c. Seksi pelayanan informasi.
5. Bidang Teknik, Sarana Dan Prasarana.
a. Seksi peralatan dan perbengkelan perhubungan;
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b. Seksi pengendalian dan pengawasan sarana dan
prasarana;
c. Seksi pelayanan.
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Susunan tersebut dapat di lihat pada gambar berikut :
Gambar. IV.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju
Tengah, Januari 2016
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IV.1.2.4 Keadaan pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten mamuju Tengah
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
didukung oleh sumber daya aparatur yaitu pegawai negeri sipil (PNS),
tenaga kontrak dan tenaga sukarela yang berjumlah keseluruhan 52
orang, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 19 orang, tenaga
Kontrak sebanyak 13 orang dan tenaga honorer sebanyak 20 orang.
Sedangkan yang menduduki jabatan struktural sebagai berikut:
1. Eselon IV : 4 orang
2. Eselon III : 8 orang
TABEL. IV.1
Status Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
NO. STATUS KEPEGAWAIAN
JENIS KELAMIN
JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. Pegawai negeri sipil (PNS) 17 orang 2 orang 19 orang
2. Tenaga Honorer/kontrak 7 orang 6 orang 13 orang
3. Tenaga sukarela 10 orang 10 orang 20 orang
JUMLAH 34 orang 18 orang 52 orang
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Pada Tabel.IV.1 Menunjukan bahwa jumlah pegawai yang
berstatus tenaga kontrak dan tenaga sukarela lebih banyak dibanding
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dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dijelaskan oleh Kepala
bidang Teknis Sarana Dan Prasarana mengatakan bahwa :
“Hal ini bisa terjadi dikarenakan Kabupaten Mamuju Tengah
adalah daerah otonomi baru sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS)
masih terbatas sehingga belum sesuai harapan.
Ditambahkan bahwa :
“Tenaga honorer dan tenaga sukarela pun membantu untuk
melaksanakan roda pemerintahan dengan bertugas memberikan
pelayanan kebutuhan masyarakat. Apalagi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika membutuhkan tenaga dilapangan,
jadi kami perlu memanfaatkan sumber daya aparatur yang ada.
Baiknya jumlah pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu staff tenaga honorer
bahwa :
“Iya memang dikarenakan penerimaan Pegawai negeri sipil (PNS)
itu kan ditentukan oleh pusat, dan pengangkatannya pun
waktunya tidak tau kapan, kadang sekali setahun dan daerah
hanya mengusulkan sumber daya aparaturnya”
(Wawancara MA, 21 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa jumlah
tenaga kerja yang berstatus kontrak/honorer dan tenaga sukarela lebih
banyak dibandingkan dengan Pegawai negeri sipil (PNS) dikarenakan
Kabupaten mamuju tengah adalah daerah otonomi baru sehingga masih
kekurangan sumber daya aparatur, sedangkan jenjang waktu untuk
penerimaan PNS itu ditentukan oleh pusat dan jumlah penerimaan itu
diusulkan dari daerah. Jadi untuk dapat menjalankan tugas, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerima tenaga Honorer dan
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tenaga sukarela agar membantu menjalankan roda pemerintahan
Kabupaten Mamuju Tengah.
TABEL.IV.2
Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honor dan Tenaga Sukarela pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
Berdasarkan Usia
NO. USIA
JUMLAH PEGAWAI
Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
Tenaga
KONTRAK
Tenaga
SUKARELA
1. 18-35 tahun 3 Orang 11 Orang 20 Orang
2. 36-45 tahun 1 Orang 2 Orang -
3. 46-60 tahun 15 Orang - -
Jumlah 19 Orang 13 Orang 20 Orang
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Pada tabel IV.2, menjelaskan bahwa usia untuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS) berusia rata-rata 46-60 tahun. Sedangkan Tenaga Kontrak
usia 18-45 tahun dan Tenaga sukarela yang masih berusia muda dengan
Usia 18-35 tahun.
Faktor usia berpengaruh terhadap kecepatan/ ketangsan kerja
seseorang. Usia pegawai lebih dari 18 tahun sampai 35 tahun akan lebih
giat daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai 60 tahun. Dengan
demikian diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik
sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan optimal.
Penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai
berdasarkan pangkat dan golongan dalam tabel sebgai berikut :
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TABEL.IV.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kab. Mamuju Tengah
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
NO. Pangkat GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI
1. Pembina Utama Muda IV. c 1 Orang
2. Pembina IV. a 3 Orang
3. Penata Tk. 1 III. d 5 Orang
4. Penata muda III. b 2 Orang
5. Penata Muda Tk.1 III. d 1 Orang
6. Penata Muda III. a 4 Orang
7. Pengatur Muda Tk. 1 II. b 2 Orang
8. Pengatur Muda II. a 1 Orang
JUMLAH 19 Orang
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Pada tabel.IV.3 bahwa golongan pegawai juga mempengaruhi
kinerja seseorang namun perlu koordinasi yang baik agar terjalin kerja
sama antara atasan dan bawahan dan yang direncanakan sebelumnya
dapat tercapai. Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil saling berkoordinasi
dengan Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarela karena yang menduduki
jabatan stuktural yakni adalah pegawai negeri sipil (PNS).
Selain itu penulis pun akan memberian gambaran tentang
keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebgaia
berikut :
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TABEL.IV.4
Keadaan PNS,Tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO. JENIS PENDIDIKAN JUMLAH
1. Strata tiga (S3) -
2. Strata dua (S2) -
3. Strata satu (S1) 28 Orang
4. D-3 -
5. SMU- Sederajat 24 Orang
6. SMP- Sederajat -
7. SD- Sederajat -
JUMLAH 52 Orang
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Pada tabel.IV.4 yang ditunjau dari segi tingkat pendidikan, sumber
daya di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika lebih
didominasi tenaga lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 28 orang selebihnya
terdiri dari 24 orang tenaga lulusan SMU sederajat.
Dari hasil tabel tersebut menggambarkan bahwa latarbelakang
pendidikan yang dimiliki tenaga kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi
Dan Informatika sudah profesional karena sebagian besar pendidikan
Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan seseorang akan
menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang dalam
berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah
ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendidikan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang pekerjaan
seseorang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
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IV.1.2.5 Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)
Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk
dalam jenis retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi/ badan yang memakai jasa layanan terminal yang
menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diberikan
kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi terminal
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selalu berupaya
meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka
meningkatkan pembangunan ekonomi.
Penulis akan memberikan gambaran tentang jumlah tempat
penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah dalam tabel sebagai berikut :
TABEL.IV.5
Jumlah tempat penerimaan retribusi Terminal (TPR) pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Tengah
Tempat Penerimaan Retribusi Letak Jumlah Petugas
Terminal Jl. Poros Palu 9 orang
Pos Bayangan Jl. Poros Palu 9 orang
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Dari table IV.5 dapat dilihat bahwa jumlah TPR di Kabupaten
Mamuju Tengah ada 2 (dua) yaitu Terminal dan Pos bayangan yang
terletak di Jalan Poros Palu dan berada diluar jalan Termial. Pos
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Bayangan merupakan TPR yang menjadi TPR cadangan yang berfungsi
memungut retribusi bagi kendaraan yang mengambil jalan pintas, yang
dijaga 9 orang petugas dan bantuan pengamanan dari kepolisian. Dari 9
orang petugas membagi waktu jaga 3 orang per/8 jam, sehingga yang
menjaga ditempat 3 orang dan kemudian dilakukan secara bergantian
selama 24 jam.
Untuk Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan
angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tidak masuk ke terminal
karena kondisi Terminal yang tidak memungkinkan, maka membayar
retribusi di pos bayangan yang berada dijalan poros diluar terminal.
IV.2 Hasil Dan Pembahasan
IV.2.1 Manajemen Retribusi Terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
Penulis memperlihatkan tabel realisasi target penerimaan Retribusi
Terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju
Tengah, sebagai berikut :
TABEL. IV.6
Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Terminal Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
No Tahun Target Realisasi Persentase
1. 2014 20.000.000 21. 600.000 108 %
2. 2015 21. 600.000 16.810.000 77,82 %
3. 2016 25.000.000 - -
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Tengah, Januari 2016
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Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penerimaan Retribusi
terminal pada tahun pertama yaitu 2014 sudah mencapai target hingga 108 %,
namun pada tahun selanjutnya yaitu 2015 menurun, hanya sampai 77,82 %
penerimaan retribusi terminal.  Hal ini disebabkan karena Terminal belum
difungsikan sehingga aktivitas terminal masih sepi. Adapun Sarana dan
prasarana belum memadai dan kurangnya kesadaran bagi para wajib retribusi
dan petugas pemungutan retribusi sehingga apa yang ingin dicapai tidak
terlaksana secara optimal.
Hasil wawancara oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah mengatakan bahwa:
“…secara keseluruhan retribusi sudah berjalan dengan optimal dengan
apa yang kita capai sekarang, namun masih banyak kekurangan-
kekurangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya
memahami aturan. Kemudian fasilitas yang dimiliki terminal sendiri belum
berjalan/beroperasi sesuai yang diharapkan.
Selanjutnya dia menambahkan :
“Optimal dalam arti pengarahan secara struktural tetapi persoalan
dilapangan masih banyak factorfaktor belum terpenuhi.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Kemudian ditambahkan oleh Kepala Bidang Teknis sarana dan prasarana
mengatakan bahwa :
“..belum berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan,
masalahnya adalah referensi yang digunakan masih mengacu pada
kabupaten induk karena sebagai daerah otonomi baru, belum mempunyai
peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten mamuju
Tengah.
(Wawancara MID, 21 januari 2016)
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Berdasarkan tabel diatas penulis penarik kesimpulan bahwa manajemen
retribusi terminal dilihat dari realisasi penerimaan retribusi yang pada tahun
terakhir tidak mencapai target dikarenakan pengelolaan retribusi ini perlu
adanya manajemen secara optimal baik dari proses maupun hasil yang telah
dilaksanakan. Sesuai dengan wawancara diatas mengatakan bahwa
manajemen retribusi terminal masih banyak kekurangan seperti sumber
aparatur, fasilitas dan peraturan yang belum jelas. Namun demikian
kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi
pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Untuk melihat lebih jelas manajemen retribuasi terminal, adapun fokus
dari penelitian ini adalan fungsi manajmenen dari George R.Terry (2013)
yaitu perencanaan, pengorganisasian,pengarahan dan pengawasan.
IV.2.2 Perencanaan (planning)
Perencanaan dapat diartikan pemilihan serangkaian kegiatan dan
keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan
oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang.
Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukan pada
masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan
kondisi dan situasi.
Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi
terminal Kabupaten Mamuju Tengah maka perlu adanya perumusan
perencanaan dari dinas pengelolah. Perencanaan memegang peranan
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penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu
organisasi.
Adapun perencanaan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sesuai yang dikemukakan oleh
Kepala Dinas yaitu perencanaan penentuan target dan pendataan
penerimaan Retribusi terminal.
IV.2.2.1 Penentuan target
Target penerimaan Retribusi terminal merupakan tolak ukur
realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi
penerimaan retribusi terminal Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu proses
penentuan target penerimaan Retribusi terminal yang ingin dicapai dalam
satu tahun anggaran, terhitung mulai dari Januari sampai Desember.
Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil
wawancara oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu :
“Penentuan target bukan hanya terminal, disini penentuan target
secara umum yang sudah termasuk didalamnya retribusi terminal.
Penentuan target berdasarkan dengan pencapaian target-target
tahun sebelumnya yang didukung data real. Selanjutnya
menyusun RKA (Rancangan Kerja Anggaran) yang kemudian
diusulkan atas pertimbangan BAPPEDA dan DPRD. Dan itulah
acuan kami untuk pelaksanaan dilapangan”.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim
anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk
dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka
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dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari
pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya
dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dari anggota
DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA.
Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan.
Ditambahkan oleh Kepala bidang Perhubungan darat dan laut
bahwa :
“Untuk penentuan target pertahun harus didasarkan pada potensi
yang dimiliki disetiap terminal maksudnya dalam penentuan target
ini harus disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang masuk
dalam objek retribusi. Namun untuk retribusi terminal masih
rendah target yang ditetapkan karena terminal belum beroperasi
secara optimal, masih kurang aktivitas diterminal.
(Wawancara SA, 21 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
penentuan target penerimaan retribusi sudah tepat dengan berdasarkan
pada data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki Kabupaten Mamuju
Tengah dengan menyesuaikan jumlah kendaraan yang masuk dalam
wajib retribusi. Namun untuk retribusi terminal penentuan targetnya masih
kurang, dikarenakan terminal belum berfungsi secara optimal.
IV.2.2.2 Pendataan Retribusi Terminal
Dalam pemungutan Retribusi Terminal Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi
objek retribusi adalah Kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.
Kendaraan angkutan umum yang menjadi objek retribusi terminal pada
wilayah daerah Kabupaten mamuju tengah sebagai Berikut :
67
Tabel IV.7
Rekapitulasi Angkutan Umum Wajib Retribusi Kabupaten MamujuTengah
No Angkutan Umum Wajib Retribusi terminal Jumlah(Unit)
1 Mobil Angkutan Barang (Truk) 15
2 Mobil Angkutan Barang (Pick Up) 17
3 Mobil Bus Besar 15
4 Mobil Angkutan Umum 10
Jumlah 57
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah, Januari 2016
Berdasarkan tabel IV.7 diatas berupa rekapitulasi jumlah
kendaraan angkutan umum yang menjadi wajib retribusi Kabupaten
Mamuju Tengah. Adapun kendaraan yang wajib retribusi terminal adalah
kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP).
IV.2.3 Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang suatu
formal, mengelompokan, mengatur serta membagi tugas-tugas atau
pekerjaan di antara para anggota organisasi. Manusia merupakan unsur
terpenting dalam organisasi, melalui pengorganisasian yang baik manusia
dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien.
Untuk melaksanakan peranan tersebut, eksistensi sumber daya
manusia yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
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Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pokok utama yang sangat
menentukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.
Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian
diproses oleh organisator ( manajer ), hasilnya organisasi yang bersifat statis.
Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun
relative mudah dicapai.
Dalam pengorganisasian manajemen Retribusi Terminal maka
diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pengelolaan
Rertibusi Terminal seperti penempatan dan pembagian tugas sumber daya
manusia pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Tengah.
Pengorganisasian berarti bahwa pimpinan mengordinasikan sumber
daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi
bersangkutan agar pekerjaan efektif dan efisien. Keefektifan sebuah
organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber
daya guna mencapai tujuannya.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah bahwa :
“…Pengorganisasian pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing, dan telah ada diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2013. Jadi pegawai tinggal melaksanakan sesuai
dengan tugasnya masing-masing karena itu adalah kewajiban setiap
pegawai. Dan apabila terdapat pegawai yang lalai akan tanggung
jawabnya itu akan ditindak lanjuti sesuai dengan sanksi yang ada,
yaitu sanksi teguran dan kemudian sanksi peringatan.”
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
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Sejalan dengan pendapat diatas, Kepala bidang Teknis sarana dan
prasarana Perhubungan juga mengatakan bahwa :
“Penempatan pegawai itu kita tidak punya hak dalam hal ini,  Pegawai
negeri sipil (PNS) ditempatkan sesuai dengan keputusan kepala
daerah, namun untuk pembagian tugas kami saling berkoordinasi
sesuai dengan tugas masing-masing sehingga apa yang ingin
dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Juga menambahkan bahwa :
“…Untuk pembagian tugas dilapangan dalam pengelolaan Retribusi
Terminal, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju kekurangan sumber daya manusia sehingga
dibantu oleh tenaga Honorer dan tenaga sukarela. Seperti sekarang
ini jumlah Pegawai Tetap hanya sekitar 20 orang yang menempati
jabatan strategis sedangkan untuk staf dan tenaga lainnya, kita
memanfaatkan tenaga Honorer dan Sukarela.
(Wawancara MID, 21 januari 2016)
Menurut salah satu petugas penjaga tempat pemungutan Retribusi
Terminal bahwa :
“..Tugas kami hanya menunggu kendaraan datang, kemudian
memberikan karcis. Masalah penjagaan kami bagi waktu jaga, jadi 9
orang/pos kemudian dibagi 3 orang dalam waktu 8 jam untuk
penjagaan.
(Wawancara SO, 21 januari 2016)
Dari beberapa hasil wawancara diatas, penulis berkesimpulan bahwa
pengorganisasiaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah dalam penempatan dan pembagian tugas
sudah sesuai namun kurangnya sumber daya manusia menjadi suatu
faktor yang menghambat jalannya organisasi keran sumber daya manusia
adalah hal yang paling penting.
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IV.2.4 Pengarahan (actuating)
Pengarahan (Actuating) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan
agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai
dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi
pengarahan adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan
sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai
tujuan yang dikehendaki secara efektif. Pengarahan merupakan hubungan
manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia
mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam
pencapaian tujuan suatu organisasi.
Adapun bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan
keterangan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah yang mengatakan bahwa :
“Sudah melaksanakan sesuai tugas masing-masing namun adapun
hal-hal yang membuat pelaksanaan pekerjaan belum optimal
dikarenakan keterbatasan personil, sarana dan prasaran yang masih
belum optimal untuk menunjang pelaksanaan dalam mengelola
Retribusi Terminal.”
Tambahan :
“….Jadi dalam arti secara struktural sudah melaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun persoalan
dilapangan masih banyak faktor-faktor yang belum terpenuhi
sehingga pekerjaan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang
direncanakan sebelumnya.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Menurut Kepala Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Terminal
bahwa :
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“Biasanya saya turun kelapangan memantau keadaan terminal,
walaupun aktivitas diterminal belum optimal dikarenakan sarana dan
prasarana belum memadai sehingga aktivitas masih sepi tetapi kami
terus berusaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana terminal agar berjalan optimal.
(Wawancara, AN 21 januari 2016)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa
pengarahan yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika secara struktural yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing bidang kerja, adapun itu faktor yang menjadi penghambat
terlaksananya tugas yang ingin dilakukan yakni fasilitas sarana dan
prasarana yang belum memadai yang dapat menunjang aktivitas kerja
pegawai yang ada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
IV.2.5 Pengawasan (controlling)
Pengawasan (Controlling) menyangkut semua aktivitas yang
dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya
memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting
sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam
pengelolaan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang
dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan
dilapangan sesuai dengan ketentuan.
Dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala
Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana yang menjelaskan bahwa ;
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“Kalau untuk pengawasan ada 2 bentuk yaitu pengawasan dilapangan
secara langsung dan pengawasan berupa laporan. Petugas atau
kolektor Retribusi melaporkan hasil pemungutan melalui Komandan
regu ke Koordinator kemudian ke Kepala seksi terminal selanjutnya
diserahkan ke bendahara penerima tembusan kepada Kepala Bidang
darat, laut dan Udara.
(Wawancara MID, 21 januari 2016)
Dalam pengawasan harus lebih jelas objek yang perlu diawasi. pada
pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Mamuju Tengah objek yang
perlu diawasi yaitu seluruh kendaraan Angkutan umum dan Barang.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Seksi Pengendalian Terminal bahwa :
“Kami selaku tim pengawas pada pemungutan retribusi terminal
mengawasi para petugas pemungut retribusi dan sopir mobil yang
melintas di Terminal, baik terminal Regional, terminal pembantu
maupun pos bayangan yang berada di luar terminal regional“
(Wawancara AN, 21 januari 2016)
Adapun fungsi dari pengawasan yaitu :
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dan kesalahan;
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang
terjadi;
3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para
pekerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya.
4. Mendinamisasikan organisasi serta kegiatan manajemen lainnya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Teknis sarana dan
prasarana bahwa :
“Pengawasan itu perlu dalam upaya mewujudkan ketertiban,
keamanan, dan pengendalian lalu lintas jalan”.
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(Wawancara MID, 21 januari 2016)
Pengawasan dilakukan pada titik jalan yang dinilai strategi dan di
Kantor Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju
Tengah, dan yang melakukan pengawasan yaitu koordinator pemungutan
retribusi terminal dan tim pengawas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.
Tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi
perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-
kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat
diharapkan suatu hasil yang maksimal. Sesuai dengan pernyataan kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
bahwa :
“…Pelaporan dilakukan karena akan dianalisis perakhir tahun saat
penyusunan program dan dilakukan perbaikan-perbaikan atas
kesalahan yang dilakukan untuk mencegah pengulangan kembali
kesalahan tersebut. Dengan melaksanakan pelaporan setiap
minggunya”.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Adapun tipe pengawasan yang digunakan di Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :
IV.2.5.1 Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh koordinator
pemungutan retribusi terminal dan Tim Pengawas langsung meninjau
pelaksanaan pemungutan di Lapangan.
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Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pemungutan Retribusi
Terminal bahwa :
“Setiap hari para koordinator bidang mengawasi anggota-
anggotanya.Termasuk koordinator retribusi terminal. Untuk
melakukan pengawasan kepada para petugas maka selalu
dilakukan pengecekan terhadap karcis pemungutan retribusi
terminal, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui petugas mana
yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran
pungutan retribusi.”
(Wawancara MU, 21 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa
pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan,Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah dengan mengawasi setiap
koordinator dilapangan terhadap karcis pemungutan retribusi terminal dan
pemantauan yang dilakukan petugas sebagai langkah untuk mengetahui
apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan.
Untuk pemberian sanksi kepada para pemungut retribusi terminal
yang lalai melaksanakan tugasnya dijelaskan oleh Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa :
“Apabila melanggar aturan atau melakukan kesalahan dilapangan
yang diberi sanksi itu disesuaikan dengan tingkatannya, tidak
semerta-merta kita berikan sanksi tanpa proses”
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Pernyataan ditambahkan pula oleh Kepala seksi pengendalian
Terminal mengenai para sopir yang melakukan pelanggaran bahwa :
“Unutk supir kendaraan angkutan yang melanggar tetap diberikan
sanksi yaitu sanksi pembinaan/peringatan dan sanksi pencabutan izin
pengawasan/trayek apabila dinilai melanggar berat”.
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(Wawancara AN, 21 januari 2016)
Selain itu ditambah kan oleh petugas penjaga Pos terminal
mengatakan bahwa :
“Iya ada sanksi apabila ada petugas yang lalai melaksanakan tugas,
tapi hanya diberi pengarahan saja karena belum pernah ada petugas
yang melalukan pelanggaran berat juga.
(WawancaraDA, 21 januari 2016)
Salah satu supir angkutan umum mengatakan bahwa :
“Kita cuma dikasih tau saja sama petugas untuk tidak melanggar
aturan lagi, sekedar peringatan saja karena bisa-bisa apabila kita
melakukan pelanggaran berat, izin bisa dicabut”.
(Wawancara AN, 21 januari 2016)
Dibenarkan oleh Kepala Bidang teknis sarana dan prasaran bahwa ;
“…Mengenai peraturan yang langgar itu sudah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 hasil dari Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009. Jadi sudah jelas pertauran yang mengikat apabila ada
objek retribusi yang melanggar”
(Wawancara MID,21 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas bahwa pemberian sanksi untuk Petugas
pemungutan apabila melakukan kesalahan dilapangan tidak semerta-merta
diberikan sanksi, ada proses untuk itu sesuai dengan kesalahan yang
dilakukan. Sedangkan objek retribusi terminal yang melakukan pelanggaran
sudah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2010 yaitu berupa
sanksi pembinaan/peringatan dan sanksi pencabutan izin trayek apabila
dinilai pelanggaran berat.
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Hasil obeservasi langsung yang dilakukan oleh penulis menemukan
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas belum memadai.
Fasilitas yang dimiliki belum ada seperti transportasi yang digunakan untuk
Patroli.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika bahwa :
“…Kita tetap mengoptimalkan pelayanan, walaupun penuh dengan
kekurangan . Fasilitas yang dimiliki dari segi transportasi pas-pasan,
patrol belum tersedia.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Berdasarkan wawancara diatas mengenai pengawasan langsung yang
dilakukan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Tengah retribusi terminal koordinator bertugas mengawasi setiap
hari dipos terminal dengan mengecek proses pemungutan retribusi terminal,
agar mengetahui apabila terdapat pelanggaran baik petugas maupun supir
angkutan sebagai obyek retribusi terminal.
IV.2.5.2 Pengawasan Tidak Langsung
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-
laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis
tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya
sebagai mana mestinya. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Mamuju
Tengah bahwa ;
“Pelaporan dilakukan setiap minggu, kalau dulu setiap bulan.
Sekarang dilakukan setiap minggu dengan pertimbangan lebih
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cepat lebih bagus dan untuk melihat naik turunnya siklus
penerimaan retribusi”.
(Wawancara MRS, 21 januari 2016)
Kemudian ditambahkan oleh Kepala Bidang Teknis sarana dan
prasaran bahwa :
“Petugas atau kolektor retribusi melaporkan hasil pemungutan
melalui koordinator regu ke koordinator kemudian ke Kepala seksi
terminal selanjutnya diserahkan ke bendahara penerima
tembusan kepada Kepala Bidang darat, laut dan Udara”.
(Wawancara MID, 21 januari 2016)
Salah satu Petugas menambahkan bahwa :
“Mengenai pelaporan/penyetoran retribusi terminal biasanya
disetor tiap minggu, tapi dulu-dulu kadang 1 bulan sampai 3 bulan
baru disetor sekaligus”.
(Wawancara SO, 21 januari 2016)
Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk
pengawasan tidak langsung yakni dalam bentuk laporan masih belum
optimal, dikarenakan pelaporan/penyetoran retribusi terminal belum
rutin. Walaupun dalan 2 bulan terakhir sudah dilakukan secara rutin tiap
minggunya.
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BAB V
PENUTUP
V.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian yang
penulis telah lakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Tengah diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Manajemen retribusi terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sudah berjalan cukup
optimal, sesuai dengan fungsi Manajemen menurut GR Terry yakni
Perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam manajemen
retribusi terminal yakni pengorganisasian dan pengarahan yang masih
kurang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk
menjalankan pengelolaan retribusi terminal, fasilitas sarana dan
prasarana yang belum memadai, penataan terminal dan jalan belum
tertata dengan baik seperti Fasilitas yang tersedia belum digunakan
sehingga aktivitas di terminal masih sepi. Kemudian pengawasan yang
dilakukan masih belum optimal dikarenakan masih tingginya nilai sosial
para petugas serta kurangnya kesadaran para wajib retribusi terminal.
Sehubungan dengan manajemen retribusi terminal secara umum
sudah baik namun masih perlu adanya peningkatan guna pemberian
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pemungutan retribusi
terminal.
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V.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan
Manajemen retribusi terminal Kabupaten Mamuju Tengah, maka adapun saran
yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :
1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju
Tengah dalam manajemen retribusi terminal masih perlu ditingkatkan
dengan menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
karena ini yang paling mempengaruhi terhambat jalannya suatu
organisasi dalam mengoptimalkan Retribusi Terminal, Melakukan
penyediaan, meremajakan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasaran terminal secepatnya termasuk penataan terminal dan
sosialisasi kepada wajib retribusi terminal Di Kabupaten Mamuju
Tengah serta Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut
dan objek retribusi terminal.
2. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini kepada
peneliti lainnya diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih
lanjut dengan menggunakan rancangan penelitian yang lebih baik.
80
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmad, Rusdiana dan Ghazin. 2014. Asas-Asas Manajemen Berwawasan
Global. Bandung : CV. Pustaka Setia.
Hasnaeni, Sri. 2013. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas
Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng. (Skripsi)
Bratakusumah,dkk.2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
Creswell, John W. 2013. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif
dan Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Darwin. 2010. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana
Media.
Edi. 2015. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Di Kabupaten
Pinrang. (Skripsi)
Efendy, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada.
Hasibuan, Malayu S.P, 2001. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah.
PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Heene, Aimè dkk, 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik.
PT.Refika Aditama, Bandung.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Jakarta.
Moekijat. 2000. Kamus Manajemen.Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : UII
Press.
Reyaan, Simon. 2011. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku UPT
TUAL Maluku Tenggara. ( Tesis )
81
Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary, 2009. Manajemen. Edisi Kedelapan.
Klaten: PT Macanan Jaya Cemerlang.
Simbolon, Maringan Masry.2004. Dasar-Dasar Administrai dan Manajemen.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja
Garafindo.
________________. 2010. Pajak dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jogjakarta
: Rajawali Pers.
Siagian,Sondang.2003. Filsafat Administrasi.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia : pedoman perpajakan
lengkap berdasarkan undang-undang terbaru. Edisi 4. PT.Indeks,
Jakarta.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Administrasi. CV. Alfabeta, Bandung.
Terry, George R. 2013. Prinsip-prinsi Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wijayanto Dian.2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama.
Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah Di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
___________. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah Di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Peraturan Perundang-undangan :
Republik Indonesia. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
82
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dalam Bab V Pasal
6 Tentang Pendapatan Asli Daerah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi
Daerah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 Ayat 2-
4, Penetapan Jenis Retribusi Daerah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mamuju Tengah,
Sulawesi Barat
Peraturan Pemerintah :
Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 Point 1 Tentang
Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Jenis-Jenis
Retribusi Jasa Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Jenis-Jenis
Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Jenis-Jenis
Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah :
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Tugas pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Transmigrasi,
Dan Pengendalian Bencana Kabupaten Mamuju Tengah
Dokumen :
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS 2012, “Pedoman penulisan dan
Penilaian Skripsi”
L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NAMA LENGKAP : SRI WAHYUNI IDRIS
TEMPAT TANGGAL LAHIR : CAMPALAGIAN, 21 FEBRUARI 1994
ALAMAT : JL.P.KEMERDEKAAN 8, PERDOS UNHAS
TAMALANREA BLOK R NO.33
NOMOR TELP. : 085242280416
NAMA ORANGTUA =
 AYAH : MUHAMMAD IDRIS DAHLAN, S.Pd, MM
 IBU : (Almh) MARYAM R.
PENDIDIKAN FORMAL =
1. TK PERTIWI MAMUJU
2. SD INPRES RIMUKU MAMUJU
3. SMP NEGERI 1 MAMUJU
4. SMA NEGERI 1 MAMUJU
5. UNIVERSITAS HASANUDDIN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PENGALAMAN ORGANISASI :
1. ANGGOTA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUMANIS
FISIP UNHAS PERIODE 2014-2015
2. ANGGOTA UKM SENI TARI UNIVERSITAS HASANUDDIN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MAMUJU TENGAH
TERMINAL
POS BAYANGAN
TEMPAT PERWAKILAN BUS

